BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAX CLEREANCE (SURAT KETERANGAN FISKAL)
DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI CIANJUR,

bahwa untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan
pembangunan di daerah, perlu strategi dan kebijakan
perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan
daerah;

bahwa strategi dan kebijakan dibidang perpajakan
daerah salah satunya adalah pemberian surat keterangan
fiskal (tax clereance) dalam setiap pelayanan perizinan
dan layanan publik tertentu, sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor
32/PJ/2014,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tax Clereance (Surat
Keteragan Fiskal) Dalam Pemberian Perizinan dan
Layanan Publik Tertentu;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10.

11

12:

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
126);

Peraturan Direktur Pajak Kementerian Keuangan Nomor
Per-32/PJ.2014 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan
Surat Fiskal;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun
2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Cianjur (Lembaran  Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016 Nomor 50) sebagimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74},



14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor
16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2019 Nomor 95);

15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 94
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Tahun Nomor 94);

16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 2J,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Cianjur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor
52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAX
CLEREANCE (SURAT KETERANGAN FISKAL) DALAM
PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BABE |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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(1)

(2)

Bupati adalah Bupati Cianjur.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu disingkat DPMPTSP
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Cianjur.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD
adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
adminsitrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Tertentu untuk
memperoleh keterangan status wajib pajak.

Surat Keterangan Fiskal selanjutnya disingkat SKF adalah surat yang
digunakan untuk memverifikasi status wajib pajak yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya
disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk
sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan

Status Surat Keterangan Fiskal, yang selanjutnya disebut Status KSF
adalah kesesuaian data wajib pajak dengan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan pusat.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Cianjur.

BAB 11
PEMBERIAN TAX CLEREANCE (SKF)
Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan SKF sebelum memberikan layanan
publik tertentu.

SKF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online
melalui sistem informasi BPPD dan DPMPTSP untuk memperoleh
keterangan status wajib pajak valid.



o

(3) Dalam hal status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan status tidak valid, wajib pajak harus menyelesaikan
kewajiban untuk mendapatkan status wajib pajak valid.

(4) Pemerintah Daerah menerbitkan SKF atas keterangan status wajib pajak
vang data dan informasinyva sudah dilakukan penelitian akurasi dan
validasi data.

Pasal 3

(1) SKF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi informasi tentang:
a. keterangan status wajib pajak valid, mencakup:
1. nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD};
2. nomor induk kependudukan (NIK) wajib pajak daerah;
3. nomor objek pajak (NO) PBB; atau
4,

nomor surat setoran pajak daerah (SSPD) BPHTB yang tervalidasi
dalam hal terjadi peroleh ha katas tanah dan/atau bangunan.

b. Retribusi daerah yang sudah dibayar;
Pajak terutang yvang sudah dibayar.

(2) Tata cara penyelesaian SKF sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
SKF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui:

a. sistem in formasi pada BPPD dan DPMPTSP yang terintegrasi secara host
to host;

b. sistem informasi pada Perangkat Daerah lain.
BAB III
LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 5

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SKF TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, kepada pemohon apabila pemohon:

a. Status Wajib Pajak Valid dari KPP Pratama; atau
b. Status Wajib Pajak valid dari BPPD dan DPMPTSP.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 24 Maret 2021

Plt. BUPATI CIANJUR,
ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 24 Maret 2021

Pi.'SEKRETARIS DAERAH,

DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 219



